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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Fenggunaan kosmelixa saat in sudah menjadi kebutuhan bagl
masyarakat Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk bentuk
promosi semakin berkembangbaik melalul meda cetak | koran
tabloid maupun leflel). dan media elektignik (televisi, radio, maupun
internet) yang menjanjikan hasil yang baik dalam wakiu yang cukup
singkal, Hal tersebut diikuti pula dengan jangkauan peredaran
kosmetika dan bahan berbahaya yang semakin luas.

Fosmetika menurut penjelasan FPasal 1 Angka 1 Feraluran
Pemerintah Republik indanesia. Nemor 72 Tahun 1388 Tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah paduan
bahan yang siap digunzkan pada bagian luar badan (kulit, rambut
kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut
untik . membersihkan, /. menambah. daya tank _mengubah
penampakan, melindung supaya tetap dalam keadaarn baik,
memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkar untuk mengobat
atau menyembuhkan suaty penyakit Dalam peraturan pemerintah
tersebut, kosmetika termasuk dalam sediaan farmasi selain obat

bahan obat dan obal tradisional yang produksi, peredaran



pengangkutan  kemasannya harus memenuhi parsyaralan mutu
keamanan dan kemaanfaatan,

Menurut Retno dan Fatma' kosmetika menurut Kegunaannya
Dagl kulit terbagi menjadi kosmetka perawatan kulit (skin-care
cosmelics) dan  kosmetika nasan  (dekoratif  atau Make-up).
Kosmetika perawatan kulit merupakan kosmetik untuk merawat
kebersihan dan kesehatan kulil sedangkan  kosmetika riasan
diperlukan uniuk menas«fdan’ menUtup..Ccacat pada kulit Sesyai
dengan kegunaanya, seharusnya penggunaan kosmetika pada kulit
harus benar-benar digunakan sesusi dengan kebutuhan dan kondisi
kulit karena mengandung berbagai bahan akhif, yang jika tidak tepat
penggunaannya justru akan memperparah kondisi kulit sebelumnya

FPara wanita yang merasa terganggu dangan performa kulit
yang hitam dan  kusap sehingga | mendorong mereka untuk
manggunakan produk kosmetika pemutih. Namun tidak semua dan
mercka yang menyadar bahwa beberapa produk kosmeatika pemutih
tersebut mengandung bahan kimia berbahaya antara lain. merkuri
(Ha) Bergasarkan hasil Uji kosmetika 2010 yang dilakukan Balai
Besar Fengawasan Obat dan Makanan (BPOMY Medan. dari 478

sample produk kosmeétika diperoleh sebanyak 10,46 persen

Fethw fwean Trangoono can Fatma Latifah 2007, Buky Pagangan jfimu

Pepgetaliuan HKosmaetika, Jakatla Gramedia Fusiaka Utama hal 8



kosmeotika yang tidak memeanuht  syarat karena mengandung
pewarna yang dilarang dan hahan merkuri °

Menurut  keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Republik indonesia Nomor HK.00.054 1745
Pasal 2 hahwa kosmetk yang diproduks) dan atau diedarkan harus
mamanuhl persyaratan sebagar berkut menggunakan bahan yang
mameanuhl standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang
ditetapkan;  diproduksi. dengan menggunakan <ara pembuatan
kosmetik yang balk: dan terdaftar pada dan mendapat izin edar dari
Sadan Pengawas Obat dan-Makanan

Pasal 5 Peraturan BPOM Republik Indonesia menyebutkan
baman yang digunakan harus memenuhi persyaratan: bahan . yang
diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan aan
persyaralan penggunaan sesua  dengan yang  ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1; Zat warna yang diizinkan
digunakan dalam kosmetik <ssuai dengan - yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, Zal pengawet yang
diizinkan . digunakan  dalam  kosmetik dengan . persyaratan
penggunaan dan-kadar maksimum yang diperbalehkan dalam
produk aknirsesuai dengan yang. ditetapkan sebagaimana tercanium
datam lampiran 3. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan datam

kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan

PR T I 4G Hersan Kosmehika o Medan Mengandung Pewarma dan

Adercurd, www starberita com
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lainnya sesual dengan yang ditstapkan sebagaimana tercantum
dalam lampiran 4.

konsumen (termasuk hebearapa pasien yang datang ke dokter
kulit) merasa tidak sakit sehingga mereka merasa tidak perlu
konsullasi ke dokter spesialis kulit unluk menggunakan kosmetika
kemudian  mempeli kosmetka tanpa konsultasi  dan tanpa
pengelanuan cukup akan bahaya kandungan zat aktif yang
terkandung dalam. kasmetka yang - merska gunakan. Pasien
menganggap: semua kosmetika  sama,  tanpa .resiko  tetap
sebenamya setigp produk kKosmatika. punya risiko afek samping
terutama bila tidak'digunakan sesual indikasi oroduk,

Banyak pasien yang datang ke dokter kulit mengeluh wajahnya
menjadi kemeran-merahan, fiek hitam bertambah lebar, wajah terasza
panas dan terbakar selelah menggunakan produk kosmetika pemutih
tetentu  Setelah dianamnesis dengan cemat ternyata keluhan
berkurang setalah tidak menggunakan produk tersebut Dalam dunia
kedakteran khususnya |lmu Kesehatan Kulit dan Kelamin tidak
dikenal istiah kasmetika pemutih tetapi dikenal preparat khusus
untuk menghilangkan roda-noda hitam (hiperpigmentasi), yang
merupakan bagian dar kosmetika pengobatan.

Lobowe  sepertt dikutip oleh Retne dan  Fatma®

mengemukakan kasmelika pengobatan atau kosmetkas  meadik

Retno lswan Tranggono dan Falma | aliftah,po of, hal 147



merupakan kosmetika yang dikembinasikan dengan bahan-tbahan
yang  secara  farmakoloais  akhf  atau bahan  obat untuk
enyemouhkan kelanan pada kult dan adneksanya, Berdasarkan
hal tersebul, maka penggunaan kosmetika medik harus sesual
dengan pelunjuk dan pengawasan doktar

Fengamanan dan penggunaan sedidan farmasi dan  alat
kesehatan termasuk kosmetkaydidalamnya diatur dalam Undang-
Undang kesehatap Nomer 361 ahun 2009, Balam Undang-Undang
lersebul diraikan bahwa pengamanan dan panggunaan sediaan
farmasi’ merupakdn salab satl kegiatan penyeienggaraan upaya
kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk pendekatan. promotif,
preventif, kuralf, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,
menyeluruh, dan berkesinambungan.

Selain mendasar pada Undang-Undang Kesehatan pemerintah
telah mengeluarkan Peraturan Pemerntah Republik Indonesia
Namer 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat kesehatan yang mengatur sediaan farmasi termasuk kesmetika
didalamnya ‘Dalam peraturan tersebilut, pada Pasal 2:ayat (2) huruf ¢
diuratkan Bbahwa.. untuk persyaratan mutu, keamanan  dan
kemaanfaatan sediaan farmasiyana berupa kosmelika harus sesual

dengan persyaratan dalam buku kodeks Kosmetika Indonesia yang

ditetapkan menteri
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Calam artikel yang diunggah oleh website Yayasan |ambaga
Konsumen Indonesia® diuraikan bahwa hampir setiap tahun Badan
Fengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan perngatan
publix (public warming) terkait ditemukannya kosmetik perawatan
muka yang mengandung merkurl. Selanjutnya diuraikan juga banwa
tidak hanya pada produk ilegal atau tidak terdaftar, beberapa produk
yang memiliki ijin edar pun terpaksa dicabut jjinnya karena terbukti
mengandung merkum.

Seperli-yang diunggah dari arlikel kesehatan Salfa” yang
mengatakan bahwa pengoungan megkur sebagal bahan pemutih
merupakan satu yang masih tersisa dan kendali menyalah aturan,
masih tetap saja dipasar-bebaskan sebaga bahan bearkhasiat dalam
krim pemutih kulit. Selanutnya,  merkun  inorganik _dalam krim
pemutin (yang mungkin tak mencantumkannya pada labelnya) bisa
menimbulkan keracunan bila digunakan untuk waktu lama, dimana
meskipun ' tidak seburuk efek merkur gugusan yang tertelan (yang
ditemukan dalam ikan yang tercemar dan termakan) tetap
menimbulkan efek buruk pada tubuh

Ketika dioleskan ke permukaan kulit.merkun mudah diserap

masuk ke dalam darabh  laly memasuk:  sistem  sarat dan

Hisna G Fakiiy 2011 Siogeithkan  Msrkpr Dan wWehiduogn
hity dasew Singkirkan%20Merkun 203 ari% 20K ehidupan® 2096 20% 207 LK) ht
I

Mahdah  HN 2010 dabaya WMerkun  Fada  Maosmetik, At e
BAHAYAWZOMERKURIYZOPADAMZOKO S METIK 32 20% 20K as met ik isenat
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menimbulkan berbagar manifestasi. Manifestasi gejala keracunan
merkun akibat pemakaan kam kulit muneul sebagar gangguan
sistemn  saraf.  sepert tremor insomnia,  kepikunan  gangguan
penglihatan. gerakan tangan abnormal (ataxia) gangguan emosi,
gagal ginjal, batu gin)al
Agar masyarakat terhindar dan hal-hal yang merugikan sepert
yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu dicegah beredarnya
kosmetika yang tidak.memenuhi persyaratan. mutu, keamanan dan
remanfaatan: Untuk men@min masyarakat selalu. mendapatkan
produk yang memenun syarat_maka periu dilakukan pembinaan dan
per‘.y_gql-.lhan terhadap produsen agar dalam proses pembuatannya
selalu mengikuti peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku
Sebagal upaya untuk menghindarkan efek negatif yang merdgiran
masyarakatl pengguna kKesmestika yang mengandung bahan kimia
berbahaya terutama merkuri, maka perlu adanya perlindungan
konsumen
Berdasarkan [Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik
indonesia Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
bahwa perindungan konsumen adalabh segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum whtuk member perlindungan
kepada konsumen FPearlindungan konsumen bertujuan pada ussha
meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsuman

urtuk melindungt dirl mengangkat harkat dan martabat konsumen



dangan cara menghindarkannya dan ekses negatif pemakaian
barang dan jasa, meningkatkan pembardayaan konsumen dalam
memilin.  menentukan dan  menuntut  hak-haknya sehaga
konsumen

Menurut Penjelasan Umum LUndang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang men)ad
penyebab ekploitas| ternadap wapsumen yang sering terjadi adalah
masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya Hal
tersebut terkait eral dengan rendahnya pendidikan konsumen. Hak-
hax konsumen yang dimaksud misalnya hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsiharangfjasa, hak
alas informasi yang benar, jelas, jujur mengenal kondisi dan jamingn
barang/asa; hak untuk mendapal pembinaan dan pendidikan
kansumen: hak untuk mendapal kompensasi. ganti rugl  atau
penggantian, jika barang/jasa yang ditefima tidak sesua dengan
peranjian-atad tidak sebagaimana mestinya.

Fepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang
diperkuatmelalul undang-undang khusus, memberikan harapan agar
pelaku usaha tidaklagl bertindak sewenang-wenang yang merugikan
hak-hak konsumen FPelaky Usaha mempunyai berbagai kewajiban
sepert yang diatur berdasarkan UL perlindungan Konsumen Pasal 7
diantaranya adalah memberikan informasi yang benar, jelas. dan

jusur mengenal kondisi dan jaminan barang/jasa serta member|




penjelasan penggunaan. perbakan, dan pemeliharaan; menjamin
mutu  barangf/asa vyang diproduksi dan/atau  diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
perlaku memben kompensas: ganti rugi, dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaan dan pemanfaatan barang
danfatau |asa yang diperdagangkan. Pasal 8 UUPK tahun 1999 ayat
(3) menyebutkan bahwa = pelaku wsaha dilarang memperdagangkan
seadizan farmasi dan. pangan yang rusak, cacat atau bekas dan
tercemar dangan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap
dan benar”

Merurut Happy Susanto” bahwa permasalahan yang dihadapi
konsumen Indonesia saal ini, seperti yang dialami konsumen di
nagara-negara berkembang lainnmya, tidak hanya pada soal cara
memilih barang, tet@pl jauh |ebih kompleks yaitu menpgenal
kesadaran semua pihak baik dari pengusaha. pemerintah, maupun
konsumen ' sendirt tentang pentingnya pertindungan konsumen,

slaku usaha menyadari hahwa mereka harus menghargai hak-hak
konsumen dengan memproduks: barang dan jasa yang barkualitas
aman digunakan, mengikull standar yang bedakuserta harga yang
sesual

Melihat betapa pentingnya perlindungan hukum bagl konsumen

terhadap berbagal permasalahan-permasalahan yang terjadl seper

e
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yang sudah dibahas sebelumnya, maka timbul pertanyaan apakah
Feraturan Femerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan sudah benar-benar mengatur
tentang peredaran kosmetika khususnya kosmelika medik dan
apakah UL Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
sudan benar-benar dapat melindungi konsumen, Oleh karena itu
penulis berminat menahtl yang akan dituangkan dalam bentuk tesis

dengan meangambil Jjudul-""Ferindungan. Hukum Bag Konsumen

Terhadap Faredaran Kosmetika yang Mangandung Merkuri”

B. Perumusan masalah
Dar latar belakang masalzh, maka dapat dirumuskan masalah
yang akan dibahas dzlam tesis ini yaitu
1 Bagaimana ketentuan ‘tentang perlindungan hukum ' bagi
konsumen terhadap peredaran kosmetika yang mengandung
merkur,
2 Bagaimana Pelaksandan Perlindungan Hukum bagi konsumen

terhadap peredaran kosmetika yang mengandung merkuri.

C. Tujuan penelitian
Dari perumusan masalah  lersebul cigtas, maka dapat

dirumuskan beberapa tujuan penelitian dalam cenulisan ini adalan



I Untuk mengeatahu ketentuan perlindungan hukum bagi konsumen
ternadap peredaran Kosmelika yang mengandung merkuri,

2 Untuk  mengetahul pelaksanaaan perlindungan hukum  bagi
Konsumen terhadap pereddrdn kosmetika yang mengandung

MErkLn

Pembatasan WMasalah

Sesual dengan twuan yang telah diuraikan, maka dalam
penulisan initerdapat pembatasan masalah, agar dapat sesuai titik
perat penulisan. Dalam penulisamini, kosmetika yahg dimaksud
adalah kosmetika medik yang mengandung merkuri.

Labowe (1955) Tmengemukakan banwa istilah kosmetik medik
adalah preparat kosmetika yang tidak hanya dapat merawat
mambersinkan, memperbaiki daya tarik dan mengubah rupa seperti
tercantum dalam definisi kosmetika. tetapi juga dapat mempengaruhi
struktur dan faal kulit seperti pada obat topikal Kosmetik medik
terbatas pada penggunaan zat yang menguntungkan/memberikan
manfaat pada kulit namun tidak berbahaya secara farmakologis bagi
kulit dan badan si_pemakai, untuk itu perlu-dilakukan pemilihan
bahan aktf dan pembatasarn kadarmya” bila dimasukkan dalam
kosmetik medik. Namun betapapun rendahnya dosis yang dipaka

penggunaan kosmetik medik ini masih selalu harus diperhitungkan

Labowe) 19351 datant bukunya Sjarif M Wasitaaliadja 18597 Peaunfun mid
Kosmatk Madik Inversiias indonesia (LI Fress) Jaxarta hali43



karena besarmya dosis komulatf yang diabsorbsi kult pada

pemakaian kosmetik yang terus menerus-menerus, dan hdak dapat

diparkiraxkan

Manfaat Penelitian

Hasil dan penelitian inl diharapkan dapat memberi mantaat haik

secarg teorn maupun secara prakiis antara lain

1. Manfaat Praktis

a

Hasil penelitian inl diharapkan akan berguna bagl konsumean
yang menggunakan kosmetka, adanya kepastan hukum
lerhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, termasuk
haknya untuk mendapat informasi dan kasmetika. yang
sesual dan dokter spesialis kulil, Kepastian hukum ini
meliputi segala upaya ' bardasarkan hukum | uptuk
memberdayakan konzumen mempéroleh atau menentukan
pilihannya atas barang aan atau jasa kebutuhan searta
mempertahankan  atau membela hak-haknya apabila
dirugikan cleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan
konsumen,

Hasil penelitian Ini diharapkan dapat memberikan informasi
dan gambaran bahan kandungan kasmetika yang berbahaya
pada semua pihak yang terkat dan  khususnya bagi

pemerintah. agar dapat menjadi bahan masukan di dalam



Mmenyusun merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan
yang menyangkul perlindungan kensumen sehingga zkan
melanirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen
kosmetika.
2. Manfaat Akademik

a Penelitian int diharapkan dapat memperkaya kajian
mengenal hukum kesehatan khususnya perindungan hukum
konsumen terhadap peredaran kesmelika yang mengandung
mearkur.

b Hasll penelitian.ini diharapkan  dapat  membearikan
pergetahuan dan  menambah  literaturfreferens:  Imu
pengetahuan pada umumnya dan knususnya bidang hukum

kesehatan

Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodolegis dan konsisten, sehingga proses penalitian
tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah
dikumpulkan @an telah diclah. Dalam hal ini metode penelitian yang
dipergunakan harus disesualkan dengan‘cabang iimu yang menjadi
induknya tanpa meninggalkan metode penelitan  Imiah pada
umumnya Penelitian dalam bidang hukum dilakukan dengan cara

menelitt bahan pustaka stau data sekunder belaka sehingga



dinamakan penehtian hukum  normatit atau  penelitian hukum
kepustakzan” Objek-objex penelitian (i maliputi hal-hal sebaga
berikut®
1 Melode pendekatan penelitian

Fenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nematif
(metede yuridis normatifl doctrinal legal approach)’, vaitu sualy
metode peneliban hukum yang diakukan dengan cara menalit
banan pustaka atau data sekunder saja Metode berasal dar kata
methodos yang berari sesudah atau di atas dan hodaes berjarti jalan
atau caral Metode penslivanm ¢f bidang hukum mempunyal art]
sebagal suatu sistem dan prosedur dan teknik penelitian serta logika
dari-penelitian ilmiah

Pendekatan penelitian  hokum  yundis  normatf - dilakukan
dangan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap
peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan
sebagal kaidah atau norma dalam hukum positif 'yang merupakan

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas Oleh karena it

Saoerjono Soekanto dan S Mamudn 1886 Fenelitian Hukum Novnat!, Jakana
Fajalzahngo hal 15

A Widanti, dik, 2008 Peiurgue Henulisan Uswlan Penelian tan Thesis
Semarang Lnversitas Kamhe Sosgiapranata ha

Soetandys Wignjosockroto separl dikubip Bambang Sunggono daiam Dukunya
2070 Mefode Pengitan Hykum Jakarta Rajawal Pers hal 55

lTambang WWa 1987 Ponchbian Hekam dalam Praidei Jakans Simar

Cirgfika, hal 17




sumber datanya hanyalah berupa data sekunder yang lerdini dan
bahan hukum pnmer, sekunder dan tersier’”

Fendekatan peneliian i dilakukan dengan menggJdnakan
metode barpikir deduktif serta kntenum kebenaran koheren * Yang
dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir
dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya
umum dan sudah dibuktikan kKebenarannya sena ditujukan untuk
sesuatu yang sifatnya khusus ™ Pada pendekatan yundis normatit
ini. tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotasa akan
tetapi penyusunan kerangka kKonsepsional merupakan hal yang
mutlak diperukan'® Analisis hukum vyang dihasilkan eleh suatu
penelitian yuridis normatif ini akan lebih akurat bila dibantu oleh.satu
atau lebinh pendekatan lain - yang cocok guna memperkava
partimbangan pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadap
problem hukum yang dihadapi. ™

Dalam pepelitian Inl ada tiga kegiatan pokok yang akan
dikerjakan yaitu menetapkan kritera identifikasi untuk mepyeleks:
manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum

positif dan mana pula yang disebut sebagar norma sosial lainnya,

Amiudoin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Mefode Penelifian Hukam, Jakana
Raja Grafindo Persada hal 118

Hifrman Hadikusuma, 18495 Motode Dembuatan Kertas Koge atau Skrins lmy
Hukum, Bandung, Mandar Maju, hal 58-51

Sedarmayant & Syarifudin Ridayat, 2002 Metedaoleg! FPenclinan Bandung
Mandar Maju. hal. 23

Sogticno Soskanto, 1805 Penshtian Hukum Normatfdakata nim 52.53

Johnny lbratim, 20086, Teurnr & Mefagolog Peopsitian Husum Nermahif
Bayumedia Publishing. Malang hal 305
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melakukan koreks: terhadap norma-norma yang  teridentifikasi
sebagar norma hukum posilif mengarganisasikan norma-norma
yang sudah berhasil dogentifikas) dan dikumpulkan ity ke datam
suatu sistem yang komprehensif, ' Untuk ity dilakukan inventarisasi
ketentuan-ketentuan  hukum  tentang kosmetika serta  aras
perlindungan hukumnya

Ketentuan-ketentuan hukum positif yang beriaku  dianaiisa
secara sistemalik berdasarkan hirackl vang ada seperti U Rl Nemor
36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, UL Rl Nomor.g Tahun 19949
Tentang Perindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
kesehatan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Cbat dan Makanan
Rl Momar HK.00,05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik, Kepufusan
Kepala Badan FOM Rl No HK 02.054.1745 Tentang Kosmetika
tanggal 5 Mar 2003, SK Kepaia Badan Fom No KH 00.01.4328081
tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Public Warning Kosmetika
Mengandung Bahan Berbahaya Dan Zat Wama Yang Dilarang. SK
kepala Badan Pom No.KH.00.014326147 langgal 26 November
2008 Tentang Fublic Waming Kosmetika Mengandung Bahan
Berbshaya Dan Zat Wama Yang Dilarang, SK Kepala Badan Pom

No KH.00.01.432503 tanggal 11 Juni 2009 Tentang Public Waming

Gambang Sunguond, 1958 | Meiodolog) Penelhian Hukoem, Jakara PT Raps

il

Grahingo Fereada, ha! 84-85
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Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Dan Zat Warna Yang
Dilarang
2 Spesifikasi penelitian

Spesifikas penelitian adazlah sifat / karakteristik khusus atau
kekhasan dan suatu penelitian yaitu panalitian hukum sehagal suatu
norma [/ kaidah yang mempedomani atau sebagal suatu patokan
perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya Penelitian
ini bersifat desknptif analilis’ Penglitian.dni merupakan kajan hukum
yang masii. melakukan inventansasi  hukum positif'®  dan
mengklarifikasikan hukum. positif- wu.menjadi berbagal kategori
hukum dengan ttik tolak peraturan perundangan yang mengatur
tentang Kosmetika can  azas  perlindungan masyarakat. dan
Konaumen,
3 Jenis data

Fada peneglitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan
data dasar yang dalam (ilmu) peneiitian digelongkan sebagai data
sakunder '° Data sekunder™ dapat dikategorikan sebagai berikut,

a Bahan hukum primer-adalaf data yang berupa perundang-

undangan yang merupakan sumber kegiatan melaksanakan
hak dasar kesehatan yang relevansinya dengan Undang—

Undang MNomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan,

Lndang-Undang Kesenatan, Peraturan Pemenntat aan Undang-  Undang
Perfnitingan kansumen

Seerions Soekanta dan Sn Mamudjl, 1988 Popeltian Ausim Normatd, Jakarta
Raiaimalmdo, habtd 15
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Undang Undang Nomor 8  Tahun 1999  Tentang
Ferlingungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tanun 19498 Tentang FPengamanan Sediaan Farmasi dan
Alal kesehatan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Rl Nomor HK.00 0542 1C18 Tentang Bahan
Kosmetik  Keputusan  Kepala Badan POM Rl No.
HK. .00 054 1745 Tentang kosmetika tanggal 5 Mei 2003,
SK Kepaia, Badan Pom NowH.00.01.4326081 tanggal 1
Agustug 2007  Tentang . Public  Weaming Kosmetika
Mengandung Bahan Berbahaya [Dan Zal Warna Yang
Dilarang, /SK Kepala Badan Pom No KH.00.01,4326147
tanggal 25 November 2008 Tentang PFublic Wamning
Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Dan Zat \Warna
Yang Dilarang, SK Kepala Badan Porn No KH 00.01.432503
tanggal 11 Juni 2008 Tentang Public Warning Kosmétika
Mengandung Bahan Berhahaya Dan Zat Warna Yang
Dilarang.

b Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh
dan buku teks pendapat para sarjana, kasus-kasus nukum
serta bahan bagadn lainnya.yang membahas tentang
kosmetika, kandungan bpahan yang berbahaya pada

kosmetika,



= Rahan hukum tersier adalah  bahan  hukam o yang
memberikan pelunjuk atau penjelasan bermakna terhadap
bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus
hahasa indonesia, kamus hukum  ensikiopedi majalah-
majalah, dan leaflet yang tarkait kosmetika
4. Metode pengumpulan data
Data sekunder dikumpulkan dengan cara stud pustaxa,
cemudian verifikasi dilakukan wawancara kepada ZPOM, Dinas
Kesehatan provinsi Jateng. Data sekunder diperoleh dar (terutama)
perpustakaan’’ atay sumbsriam™ lalu gata sekunder dipgrtanyakan
apakah dapat dipercaya atau tidak.
5 Metode analisis data
Salah satu tahap penelitian zdalah apalisis data Analisis data
bertujuan untuk memahami dan menjelaskan arti data yang telan
dikumpulkan oleh peneliti. Analisis hasil penelitian berisi uraian
tentang cara-cara analisis. yaitu bagaimana memanfaatkan data
yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah

penelitian

Perpustakaanmerdrakan tempal bagi penalit? yafg ingin retakukan penaitian
normalif afau studl kepUstakaanes Ferpusidkaan merupakan “gudang ifmu
pengetanuan’ eahab perpusiakEan scbenarnyd Merosss empal
terhimpunnya 1lmu pengetahuan yang diperoleh manusia gan masa ke masa
Suatu perpustakasn secara sederhana dapat dirumuskan sabagar sualy
usana yang dengan teratur dan sistematis menyelenpganakan pongumpulan
perawatan, dan pengoishan taban pustaka untuk disgjikan dalam hentuk
layanan yang bersifat edukatf infarmatt, dan iekreallf keoada masyarakat
Linat Soefono Soskanto dan S0 Mamud)l, so ot hal 48
Sumber fan terschut tergantung dan hipe data &tad ahan yang dikumpdikan
Gisa darl toko Buky, inatans pemearintah, di



Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah

kualitatif normatif yaitu berupa pemaparan dan penggambaran

peraturan perundang-undangan secara kualitatif yuridis dimana

peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak

boleh bertentangan, hierarki, dan kepastian hukum serta meneliti

peraturan perundang-undangan yang ada telah dilaksanakan Objex

penelitian berupa korelasi antara persdaran kosmetk medik salah

satunya yang mengandungsmerkurn dengan perlindungan konsumean,

yana akan dianalisis dengan kegiatan-kegiatan sebagai barnkut

a

Memilih pasal-pasal™ yang bersi kaidah-kaidah Nukum yang
mengatur masalah peredaran kosmetika

Membual 'sistematika dan pasal-pasal tersebut sehingga
menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan perlindungan
konsumen

Menganalisis secara induktif dengan menemukan ketentuan
perlindungan konsumen dar data aturan (pasal-pasal) yang ada.
Femudian disajikan secara desknptif analisis
(penggambaran/pengdJraian -secara umum suatu fenomena),
serta ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan suatu
keadaan dari masalah yamg  dibahas berkaitan dengan
acrlindungan hukum bagl kensumen lerhadap peredaran

kosmetika yang mengandung mearkur.

Pazalnasal dai Undang-Undang wesenatan dan FPeraturan Pemerintah tantang
; & 3 .

Fengamanan Sediaan  Farmasl dap Alat kesehatan



G.

Penyajian Tesis

Penyajian data dalam peneliian ini akan urailkan dalam suatu
rancangan sistematika penulisan tesis secara naratif seningga dapat
targambarkan apa yang akan ditulis bila penelitian telah selesal
Sistematika penulisan penelitian ini terdin dan empat bab, yaitu
BaR | PENDAHULUAN

Fada bab ini bensi tentanglatar masalah perumusan masalah
tujuan penelitian, _manfaat penelitian, metode penelitan dan
penyajian tesis.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang teor-teori yang berkenaan dengan
teori tentang kosmetika, kosmetika medik, teori tentang peredaran
kasmetika yang mengandung . merkuri. teor tentang konsumen,
perlindungan konsumen. pendapat para sarjana peraturan; dan
undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian
BAE Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS AN

Pada bab ini akan menguraikan gambaran tentang ketentuan
perindungan.  hukum bagi - konsumen yang terkena dampak
kosmetika yang mengandung merkur,.—gambaran tentang
pelaksanaan perlindungan hukum- konsimen terhadap peredaran

kosmetika yang mengandung markur

-



BAB IV. PENUTUR

Bab ini benal tentang kesimpulan dar hasil penalitan berupa
parnyataan singkat dan tepat dan dijabarkan dan hasil penelitian dan
pembahasan  untuk  membuktikan  perumusan  masalah  atau

kebenaran hipotesis. serta saran-saran kepada pihak yang terkait.

Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsepiual diungkapkan beberapa konsepsi
atau pengenian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian
hukum dan di dalam landasan/kerangka teontis didrakan segala
seslatu yang terdapat dalam teor sebagai suatu sistem aneka
ajaran Teori-teori tersebut akan diuraikan dalam BAB I, yaitu Bab
Tinjauzn Pustaka.

Berdasarkan teori-toorn yang akan diuraikan dalam Sab |l
Tiniauan Pustaka, dapat disusun konstruksi teori yang saling terkait

sebagal berikut.
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Arah panah pada konstruksi tersebut menggambarkan
bahwa kosmetika terdin dan kosmetika rias dan kosmetika
medik. Kosmetika medik seharusnya diberikan oleh dokter
spesialis kulit sesuai dengan kewenangannya kepada pasien.
Peredaran kosmetika harus sesuai dengan dasar hukum yang
ada, apalagi terdapat kosmetika medik ada yang mengandung
merkuri, Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah
peredaran kosmetika medik terutama yang mengandung
merkuri sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada sehingga

konsumen mendapatkan perindungan hukum.



